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ABSTRAK 
 
Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan bagi anak yang terdiri dari empat sub-sistem 
kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikkan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan pengadilan/menjatuhkan pidana, dan 
kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasarkan hukum pidana materil anak, dan aktivitas adalam 
penegakan hukum pidana anak lebih menekankan pada perlindungan  dan tujuan kesejahteraan anak. Di dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sistem 
peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, pendekatan keadilan restoratif yang 
dimaksud adalah kewajiban untuk melakukan upaya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara 
anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, karena pada anak penjatuhan sanksi 
bukanlah hal terpenting dan ditujukan untuk menghukum melainkan sanksi tersebut difungsikan sebagai sarana 
pembinaan kepada anak serta memupuk rasa tanggung jawab anak. Dalam penulisan ini penulis mengemukakan 
beberapa rumusan permasalahan, yakni : 1) Bagaimanakah pelaksanaan aturan diversi terhadap anak yang 
berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
aturan diversi di Pengadilan Negeri Padang. Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis 
sosiologis dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil, yakni: 
Dalam pelaksanaan aturan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di 
Pengadilan Negeri Padang berdasarkan kepada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Diversi wajib untuk diupayakan pada pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Apa bila 
hakim dengan sengaja tidak menerapkan aturan diversi atau tidak melaksanakan diversi maka hakim tersebut 
akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus 
juta rupiah). Dalam pelaksanaan aturan diversi di tingakat Pengadilan terdapat beberapa tahap, yakni 1) Tahap 
persiapan Diversi 2) Tahap Musyawarah Diversi 3) Tahap Kesepakatan Diversi 4) Tahap pelaksanaan 
kesepakatan Diversi 5) Tahap Registrasi Diversi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan diversi di 
Pengadilan Negeri Padang yakni pada tahap persiapan dan pada tahap musyawaah diversi. 
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